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ABSTRAK 

 

 Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui penerapan upah yang dilakukan oleh 

pengusaha terhadap pekerjanya apakah sudah sesuai dengan upah minimum regional serta 

mendengarkan hak-hak para pekerja. Kebijakan upah minimum regional dimaksudkan sebagai 

upaya perlindungan terhadap pekerja untuk menghidupi kebutuhan hidupnya dan keluarganya 

serta mewujudkan penghasilan yang layak sebagaimana telah diatur dalam Undang-Undang No. 

13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan pasal 88 ayat 3.  

 

Metode penelitian yang diambil oleh penulis adalah penelitian yuridis normatif yang dilakukan 

berdasarkan norma dan kaidah perundang-undangan. Sumber data yang digunakan berupa bahan 

hukum primer dan bahan hukum sekunder. 

 

 Perlindungan hukum yang dibutuhkan oleh pekerja adalah kepastian hukum tentang 

penerapan upah minimum bagi pekerja yang tidak sesuai dengan kebijakan UMR. Perlindungan 

hukum tersebut dapat ditempuh melalui jalur non litigasi dan jalur litigasi, yaitu penyelesian 

secara bipartit, mediasi, konsiliasi, arbitrase, dan melalui pengadilan hubungan industrial 

berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 Tentang Penyelesaian Perselisihan 

Hubungan Industrial. 

 

Kata kunci : Penerapan upah, hak dan kewajiban, perlindungan hukum  

  



 

 

ABSTRACT 

 

 The purpose of this study was to investigate the application of wages made by employers to 

their workers is in conformity with the regional minimum wage as well as listening to the rights 

of the workers. Regional minimum wage policy is intended as a safeguard for workers to support 

their needs and their families and to realize a decent income as stipulated in Law No. 13 Year 

2003 on Employment of article 88, paragraph 3. 

 

 Methods of research undertaken by the author is a normative juridical research conducted by 

the norms and rules of law. Source of data used in the form of primary legal materials and 

secondary law. 

 

 Legal protection needed by workers is legal certainty on the application of the minimum 

wage for workers that do not correspond to the minimum wage policy. The legal protection can 

be reached by non-litigation and litigation path, namely REMEDY bipartite agreements, 

mediation, conciliation, arbitration, and through the industrial relations court pursuant to Act No. 

2 of 2004 concerning Industrial Relations Dispute Settlement. 
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KESIMPULAN 

1. Hak dan kewajiban yang berkaitan dengan penetapan upah minimum di tempuh oleh 

pengusaha dan pekerja yaitu, hak pekerja mendapatkan upah yang sesuai kebijakan UMR, 

mendapatkan istirahat/cuti, dan hak untuk mendapatkan surat keterangan kerja, adapun 

kewajiban pekerja yaitu, melakukan pekerjaan dengan baik dan mentaati aturan dan 

petunjuk perusahaan. Hak dan kewajiban pengusaha yaitu, berhak menetapkan istirahat 

tahunan dengan memperhatikan kepentingan pekerja, berhak menunda upah pembayaran 

terhadap pekerja yang tidak masuk kerja tanpa alasan, adapun kewajiban pengusaha yaitu, 

membayar upah kepada pekerja yang sesuai dengan kebijakan UMR dan memberikan 

istirahat/cuti kepada pekerja.  

2. Perlindungan hukum terhadap pekerja/buruh yang digaji yang tidak sesuai dengan 

kebijakan upah minimum regional bisa dilakukan penyelesaian melalui perundingan 

biparti, mediasi, konsiliasi, arbitrase dan melakukan upaya hukum melalui pengadilan 

hubungan industrial, selain itu perlindungan hukum dalam bentuk tanpa biaya perkara 

apabila nilai perkara dibawah Rp. 150.000.000,- dan dapat dilakukan proses perkara cepat. 
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